PEMERINEAHKASHEATEN KARANGANYAR
‘._PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYARA‘,‘fi !
' NOMOR 17 TAHUN 2009 T
TENTANG., f A;fﬂfw§ ~

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
PUSAT P;_RBELANJAAN DAN TOKO MOD‘:RN

DENGAN RAHMAT:TUHAN ’YANGMAHA r—:s;g‘} “
- BUPATIKARANGANYAR,

. bahwa untuk membina dan mengembangkan “sektor

Se

;‘enir’nbafng’ o

keadilan dan persamgan usaha yang sehat;

- serasi, sahng memperkuat dan saling. menguntungkan

dengan Peraturan Daerah.

et Tengah; :
s 2 Undang U*\dang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

~Indonesia Nomor: 3469)

- Nomor 3502);

Nomor 3611);

- perdagangan dan distribusi barang di Kabupaten Karanganyar
~ perlu mengatur mengenai penyplenggaraan Pasar Tradisional, -
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bexdasarkan pnnsnp‘ )

" b. bahwa dengan semakin berkembangnya’ usaha perdagangan‘- U

- eceran modern dalam skala kecil, menengah, dan skala besar, ,

-~ maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pemberdayaan
e Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang dengan{

~¢. bahwa untuk maksud tersebut perlu dxatur dan dltetapkan‘ e

1. ‘Undang Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pembentukan s
. Daerah- Daerah Kabupaten dalam Llngkungctn PIOpInSI JaW'x‘

 Pemukiman'  (Lembaran' Negara  Republik Indonesia =
~ Tahun 1992 Nomor 23, Tambdhan Len*baran Nugara Repubhk o

3 Undang Undang Nomor 2b Tahun 199’ tentan g Perkoperasmn“ B
~ (Lembaran Negara - Republik - Indonesia ~ Tahun 1992
. Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna,gf :

s ‘4_.',*Unoang Undang ‘Nomor 9 Tahun 199“) tentang Usaha Keczl”
o (Lembaran Negara Republlk lndonegla Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan = Lembaran - Negara Repubhk !ndonesna-



k}

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan |

Lingkungan Hidup (Lembaran. Negara Republik Indonesia -
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lombaran NPgara Republik = -
Indonesia Nomor 3699) ‘

Undang-Undang No'nor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan- Persaingan' Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republsk lndonesxa
Nomor 3817); ' |

,Undang Undang Nomor 8 Tanun 1999 tentang Perhndungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

“Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara F~’epubhk lndonesna '

- Nomcr3g21);

Undang -Undang Nomor 28 Tahun ’)002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna

~10.

Nomor 4247);

Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2004 Nomor 53, Tambahan Lembdran
Negam l\epubhk Indonesia Nomor 4389y,

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan ‘

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor’125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang
Parubahan Kedua Atas - Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara .
Republix Indonesia - Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan .

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);

11.

12

13,
14,
1.

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

‘Undanyg-Undang Nomor 38 Tahun - 2004 tentang Jalan

(Lernbaran. Negara Republk Indonesia Tahun 2004

. Nomor 132, Tambahan Lembaran Neqara Repubhk IndoneS|a ‘

Nomor 4444);

Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan ~
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

~Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4725);

~Peraturan: Pemerintah Nomor 44' 'Tahun 1997 tentang '
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republxk Indonesia
Noror 3718);

Peraturan Perﬁermtah Nomor 32 Tahun 1998 tentang.
Pembinzan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan \

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata

o Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



- 16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahurn 2007 tentang Penataan

~'dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan -

Toko Modern (Lembaran’ Negara Republik  Indonesia

~ Tahun 2008 Nomaor 59, Tambahan Le'nbaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4833), -

17. Peraturan ‘Menteri Perdaganga_n Nemor 53/M-v

DAG/PER/12/2008 - tentang = Pedoman Penataan~ dan

“Pembinaan Pasar- Tradislonal Pusat Perbelanjaan dan Toko,
Modern; - ' : : :

18. Perat‘ur_dnv Daerah Kabupaten ' Karanganyar Nomor 12

’ Tahun 2007 tentang Penyidik . Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran -
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 49)

Dengan Pers_etujuén_ Bersama

?‘“DEWAN PFRWAK[LAN RAI'\YAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
- dan
BUPATI KARANGANYAR

‘ % T MEMUTUSKAN v
netapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMB!NAAN |

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN "TOKO
MODERN.

," '3.

. BABI-
KETENTUAN UMUM

_ - Pasal 1 _ .
Dalam Pe.aturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
-2 Bupa’n adalah Bupati Karanganyar '

3. Pemerintah ‘Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
~ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dﬂerah

4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan Jumlah penjual

' lebih dari satu baik yang. disebut sebagai Pusat Perbelanjaan,
Pasar Tradisional, Pertokcan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan
maupun sebutan lainnya; . '

5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik
“Negara .dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan
tenda yang dimliki/dikslola oleh pedagang . kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecll,

~ modal kecit dan dengan proses Jual beh barang dagangan
melalwtawar menawar, -




.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area .tertentu yang terdiri dari satu- atau
‘beberapa .bangunan yang didirikan secara  vertikal -maupun horisontal yang

- dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dukelola sendm untuk
melakukan kegiatan perdagangan barang; ' '

. !\ Toko adalah bangunan gedung dengan fungsl usaha yang dlgunakan untuk
+ menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual, :

- ! Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandm menjual berbagai |
‘jenis  barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket,
.~} .departement store, nypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

W—

B i Pengelola Jarlngan Mmlmarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan

{-usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan menajemen dan s;stem'
pendtstnbus;an barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

0 Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada
"I Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;

o '1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya cisingkat UMKM adalah
1 Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang
;memenuhl kriteria kekayaan bersih atau hasil penjuaiarj tahunan serta

kepemlllkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - undangan yang o

" berlaku : 9

. ' .Usaha Kegil adalah kegiatan ekononu rakyat yang berskala ker‘ll dan memenuhl
: §kr|tena kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan

_ isebagaimana diatur dahm Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
s *Usaha Kecil; ’ {

rKemltraan adalah ker'asama usaha antara usaha kecil dengan usaha
‘menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan

toleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip sahng .
‘‘memerlukan, sallng memperkuat dan saling menguntunqkan

’Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjannan kerjasama antara
.:Pemasok dan Toko Mocdern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan .

: ‘dengan pemasokan produk yang dlperddgangkan dalam Toko Modern yang

- lyang bersangkutan;

- ilzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan
- lizin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha
_Zpengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan’ Toko NModern yang’
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan'ketenfuan Pemenntah Daerah yang
Imengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendahan yang disusun_
¢ ntuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;

'_Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsn melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna; : ‘

Jalan Kolektor adalah ‘jalan umum yang ben‘ungax melayani angkutan
‘pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedanq, kecepatan rata-
 mta'sedang, danjumlah jalan masuk dibatasi; .

o Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfunqsu melaycmi angkutan setempat

engan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata- rata rendah qjan ]umlah jalan
- asuk tidak dibatasi; : . :

alan ngkungan adalah Jalan umum yang berfungat melayani angkutan,
_’ ngkungan dengan ciri perjalanan jarak _deka§ dan kecepatan rata-rala rendah;




”_'4-21 Ststem Jarmgan Jalan Primer adalah svstem jarmqan Jahn dengan peranan ’
: ;pelayanan distribusi barang-dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
- tingkat nasional dengan menghubungkan semua <lmpul jasa distribusi yang
berwujud pusat-pusat kegiatan; :

.}22 Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem janngan Jdlan dengan peranan E

- pelayanan dlstrlbUSl barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
: perkotaan : :

BAB II , =
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOYKO MODERN
o Bag’ian Kesatu
| Pa_sar Tradisional

Pasal 2

, _-.(1) Lokasn pendirian Pasar. Tradnsuonal Wajlb mengacu pacla Rencana Tata Ruang o

o Wllayah Kabupater. dan Rencana Detall Tata Ruang Kabupaten termasuk
- Peraturan Zonasinya. ‘

o 2) Pendirian Pasar Tradisional wajib. memenuhl ketentuan sebagal benkut

la ‘mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan

.. ‘Pasar Tradisional yang telah ada, Pusat Perbeldnjaan dan Toko Modern -
E serta.  Usaha Kecil, termasuk Koperasu ‘ yang ada diwilayah . yang
b bersangkutan; : : _ ‘
b. menyediakan areai parklr pallng sedikit seluas kebutuhan parklr 1 (satu)

buah kendaraan roda empat untuk setiap. 100 m? (soratus meter persegl)
luas lantai penjualan Pasar Tradisional;

c menyediakan fasilites yang menjamm Pasar Tradxsnonal yangd bersah sehat '
t 7 (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

.7 dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pe sar 'Iradlsmnal dengan.
fplhak lain. L

| ' Bagian Kedua
~Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Mcdern

Pasal3

- -rLokaSI pendirian lokasn Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib: mengacu
_ﬁpada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detsil Tata Ruang
Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya. : A

’ Batasan luas lantal pen;ualan Toko Modern adalah sebagan benkut
? Minimarket ; . kurang dari 400 m? (empat ratus meter persegn)

o . Supermarket 400 m (empat ratus meter persegi). sampal dengan
- o  5000 m? (lima ribu meter persegi); :

Hypermarket '_Ieb ih dari 5000 m? (lima ribu meter persegi);

: 3) Penyedlaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf b dapat - |



d. Departrnent Store lebrh dari 400m (empat ratus meter persegl)
e, Perkulakan Ieblh dari 5000 m? (hma ribu meter persegi).

| Bagran Ketrga _ .
Srstem Penjualan dan Jenis Barang Dagangdn Toko Modern N

Pasal 4

1) Mlmmarket Supermarket dan Hypermarket men;ual secara eceran barang
konsumsr terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

- 2) Departmen Store menjual secara eceran barang konbumsr utamanya produk

. sandang dan perlengk apannya dengan penataan bdrang berdasarkan jenis
‘kelamin dan/atau tmgkat usia konsumen.. - - r

3) Untuk Perkulakan menjual secara grosrr barang konsumsr

| Bagian Keempat
~Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasals ‘
)Pendlrran Pusat Perbelan}aan dan Toko Modern wajrb

: a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar

Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada drwrlayah yang
bersangkutan; . r

"b; memperhatikan Jardk antara Pusat Perdaganqan cle m'Toko Modem dengan |
- Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

e menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) umt
- kendaraan roda empat untuk setiap 50 m? (enam puiuh meter pesegr) luas
lantai penjualan Pusat Perbelanjdan dan/atau Toko Modern;

“d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem
. yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

tPenyedlaan areal parkrr sebgarmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat
_dilakukan berdasarkan kerjasama.  antara pengelola Pusat Perbelanjaan
“dan/atau Toko Modern dengan pihek lain. ' :

: ~ Pas alG o ,
* Pusat Perbelanjaan dan toko modern’ hanya boleh berlokabl dr Kecamatan

‘Karanganyar, Kecamatan Jaten, . Kecamatan Colomadu dan kawasan

‘ lingkungan perumahan' dengan batasan penghum paling sedlkrt 500 ( lima
- ratus ) Kepala Keluarga ( KK).

'Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan _Jalan alten_. '
.Hypermarket dan Pusat Perpelanjaan, hanya boleh :
: ‘berlokasr pada akses sistam jaringan jalan arterl atau kolektor

)
3



4 ’ (4) Pasar Trad:sronal boleh berlokasr oada aetlap srstem jaringan jalan, termasuk o .

sistern jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada. kawasan pelayanan

N bagian kota/kabupaten atau lokal atau hngkungan (perumahan) di dalam'
: S . kota/kabupaten.

= (5) Pengaturan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) dratur Ieblh anjut dengan
S Peraturan Bupatl N . .

o 5

Pasal?

(1) Pusat Perbelanjaan Wajlb menyed akan tempat usaha untuk usaha kecrl dengan
1 harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau

= “yang dapat drmanfaatkan oleh usaha kecnl melalur ker;asama l2in dalam rangka
kemltraan ~

2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajrban Pusat Perbelanjaqn sebagalmana :
dlmaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianlut dengan Peraturan Bupati. L

b S B PasalB 5 ‘ .
(1)Jam kerja Hypermarket Departement qtore dan Supermarket adalah sebagai

_ berrkut ‘

. a. untuk hari Senin sampal dengan Jumat yaltu F’ukul 09.00 WlB sampai
dengan Pukul 21. oowiB. - - R

b ‘untuk hari Sabtu dan Mmggu yalfu Pukul 09.00 WIB sampal dengan '
~ Pukul 22.00 WIB. . - :

2) Pada Hari Besar Keagamaan Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati - .
- dapat menetapkan jam kerja melampw pukul. 22.00 WIB.

Z()Keputusan penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada . ayat 2) .
. ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

. BABI |
~ KEMITRAAN USAHA

Pasal9

(1) Pengelolaan Paoar Modern wajib menjalln kerjagama kemitraan d_engdn'
~ penyedia barang atas pemasok dari usaha kecil dan menengcrh lokal.

Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk
kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dan
Pemasok kepada Toke Modern yang dilakukan secara terbuka.

). Kerjasama peimasaran sebagarmana dxmaksud padd ayat (1) dapat drlakukan
dalam bentuk :

b 2. memasarkan barang produksr UMKM yang dikemas atau dikemas- ulang :
: (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain .
'yang disepakati dalam rangka menmgkatkan nilai jual barang; atau

b. memasarkan produk hasrl UMKM melalui etalase atau outlet dan Toko
Modern » :




) Penyedlaan Iokaon usaha sebagalmana dimaksud pada aycxt (1 dllakukan oleh
- Pengelola Pusat. Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan
menyednakan ruang usaha dalam-areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

3) UMKM sebagalmana dnmaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha |
. sesuai dengan peruntukan yang dleepakata ‘

Pasal 10 - .
: )Kerjasama usahd dalam bentuk penerimaan pasokan balang dari Pemasok

- kepada Toko Modern dllaksanakan dalam prinsip scdmg menuntungkan jelas,
‘wajar, berkeadilar dan transparan.

')Toko Modern mengutamakan’ pasokan barang hasnl prodiksi UMKM nasional
selama barang tersebut mementhi persyaratan atau standar yang dltetapkan

o " Toko Modern.

o ) Pemasok Barang yang termaouk ke dalam kriteria Usaha MIkl’O dan Usaha Kecil -

dibebaskan dari pengenaan blaya admmustrasx pendaftaran barang (Ilstmg fee).

)Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat
- dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat

usaha/space pembmaanlpendidtkan atau permodalan afau bentuk kerjasama -
’ 'Ialn :

BABIV
PERIZINAN‘ B ;

» Pasal 11

v._'Setlap orang atau badan yang menye!enggarakan F’asar 'lradlsxonal Pusat
g Perbelanjaan dan Toko Modern, Wajlb mermitiki : :

. lzin Usaha Pengelolaan Pasar TradISIOnal (IUP”T) untuk Pasar Tradlswnal

b lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (lUPP) untuk Peﬂokoan Mall Plasa dan
Pusat Perdagangan. = ‘

. lzin.- Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Mlnlmarket Supermarket,
Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.

_ ,'lUTM untuk Mlmmerket dlutamakan bagu pelaku Ueaha Kecnl dan Usaha
- VMlenengah.

. izin Usaha sebaga:mana dimaksud’ pada ayat 1) dlterbltkan oleh Bupatn atau
' ;’ejabat yang ditunjuk. | v

o ’ermohonan izin usaha cebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllengkapl

Iengan L

1. studi kelayakan termasuk anahsns mengenal dampak Imgkungan terutama

- aspek sosial budaya dan dampaknya bagl pelaku peroaganqan eceran
setempat _

o rencana kemltraan dengan Usaha Kecnl

. ‘ata cara dan persyaratan perizinan sebaganmana dlmaksud pada ayat (1)
latur lebih Ianjut oleh Bupatl S



"BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemenntah daerah melakukan pembinaan dan’ pengawasan Pasar Tradnsnonal
. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Pembinaan - Pasar - Tradlsmnai sebagalmana dnnaksud pada ayat (1){ |
dilaksanakan dengdn :

~ a. mengupayakan sumber—sumber a!ternatlf pendanaan untuk pemberdayaan

Pasar Tradisional sesuai dengan peraturan purundang undangan yang
berlaku;

b menmgkatkan ‘<ompetensa pedagang dan pengelola Pasar TradISIonal

¢. memproritaskan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagl

3 pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi
- atau relokasi Pasar Tradisional; ~

‘d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradusnonal

. (3) Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaumana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. mendorong dan memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern"
- dalam membina Pasar Tradisional. :

b. mengawasi pclal'sanaan kemitraan antara pengelola Toko Modren dan
Pusat Perbelanjaan dengan pemasokatau UMKM lokal.

Pasa|13

alam rangka pengawascm oleh’ pemermtah daerah sebagaimana dlmaksud dalam
asal 12 ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data
R dan/atau informasi ppnjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
ang berlaku. ,

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

éelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi
ministratif secara bertahap berupa peringatan tertuhs pembekuan dan-
cabutan izin usaha o :

- BAB VI
PENYIDIKAN

Paoal15 '

1)Pejabat Pegawai NL,gC r Sipil tertentu d(hngkungan Pemprlntah Daerah dlberl
.. wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyldnkan tlndak pidana
dlbldana pelanggaran peraturan daerah .

18




e ot e ———————

L @) Wewenang Penyidik sébagaimaha dimaksud p.adé ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari,mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan -
~ berkenaan dengan tindak ~pidana dibidang Peraturan Daerah agar
keterangan atau lapcran tersebut menjadi lengkap dan jelas; - ' o

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau bac_ian tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Peraturan Daerah tersebut; S

c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau ba’da’n sehubungan |

dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;

' d, memeriksa - buku-buku, catatan—catatan - dan . dokumen--dokumen fain
~ berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah,; o

L e. melakukan pénggeiedahan Uhtuk'mendapatkan ‘b‘ahan bukti perﬁbukuan, :
- pencatatan, dan - dokumen—dokumen_ lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; - - | o
f. meminta bantuan tenaga ahli délam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
~tindak pidana di bidang Peraturan Daerah; S . SR
g. menyuruh berhenti, melarang Se_seorang meninggalkan ruangan atau tempat
- pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah; S o B .
i. memanggil orang. untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
- tersangka atau saksi; . : o
- J. menghentikan penyidikan; , : N .
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi =~ daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. ‘ .

- BABVII |
~ KETENTUAN PERALIHAN

. Pasal 16 ,

(1) lzin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan ‘dan Toko Modern sebelum
berlakunya peraturan daerah ini, dipersamakan dengan izin Usaha Pusat
Perbelanjaan (IUPP) dan/atau izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan
peraturan daerah ini. : ‘ : , , :

(2) lzin pengelolaan yang dimiliki Paéar T'radisional sebelum berlakunyva pergt.uran :
" daerah ini dipersamakan dengan lzin ‘Usaha Pengelolaan Pasar Tradlslonal
(IUP2T) berdasarkan peraturan daerah ini. . '

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelarjaan dan Toko Modern yang sedang .dgl.ar'n
- proses pembangunan atau sudah selesai. dibangun namun belum memnhkl izin
usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dianggap telah memenuhi
persyaratan lokasi -dan dapat diberikan  izin usaha berdasarkan peraturan
daerah ini. ’ : , : o ,
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) ;Dundangkan di Karanganyar .

. (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah me: ITIII!kI izin IOkaSl dan belum‘

dibangun sebelum berlakunya peraturan daerah ini, selanjutnya wajib
‘menyesuaikan dengan peraturan daerah i ml ‘ '

j' (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Mddern yang telah berdm beroperaSI dan belum

melaksanakan program. kemitraan, wajib melaksanclkan program kemitraan

dalam Jangka waktu palmg lambat 2 (dua) tahun sejak - berlakunya peraturan.
daerah ini . ‘ A :

P _(6) Perjanjlan kerjasama usaha antara Pemasok dengan Ptrkulakan Hypermarket, |

Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Janngan Minimarket yang
sudah ada pada saat berlakunya peraturan daerah in., tetap berlaku sampal
dengan berakhlrnya perjanjian tersebut ' :

) BAB IX
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal17 :

- Hal-hal yang belum rukup diatur dalam Peraturan Daerah i ini, sepan;ang mengenal
-pelaksanaannya diatur oleh’ Bupatl

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuhdangkan. |

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan

~ Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
L Karanganyar ‘ _

L~ Ditetapkan di Karanganyar

‘pada tanggal 14 Juli 2009
BUPATI ANGANYAR

A’N/ANINGSIH, s.Pd., M.Hum

~ Hj. RINA IRIAN! SRI

bada tanggal 14 Juli 2009 - : - L
SEKRETARIS DAERAH KA. BUPATEN KARANGANYAR a

- KASTOND DS

) - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 17




